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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan 

pidana yang diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 2) Implikasi dari Pengaturan Pasal 162 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rumusan 

Masalah penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah Perbuatan Pidana yang diatur di 

dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 2) Apakah Implikasi dari pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 

3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual 

approach) perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

law approach). Hasil penelitian ini  menyimpulkan aspek hukum pidana pada 

delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral. Hakikat nilai 

moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah 

membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan 

dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan aspek hukum pidana dilihat dari 

kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak 

mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan 

prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi 

kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional 

dan pendekatan kebijakan. Ketentuan pidana Pasal 162 Undang-Undang Minerba 

menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai 

perbuatan pidana (delik). 
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